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I. PENDAHULUAN 

A. Dasar Hukum  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah 

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang 

MD3, diatur bahwa DPR RI memilki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, 

Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi 

tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di 

dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3. 

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ke Karawang, Provinsi Jawa Barat 

didasarkan pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, 

pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR 

RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan 

Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 – 2023, dan 

Keputusan Rapat Internal Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek 

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 

2022 - 2023. 

 

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA 

Peruri menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal yang 

harus diatasi dan dikelola dengan baik. Tantangan itu dapat dilihat  dalam gambaran sebagai 

berikut :  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peruri dapat kita lihat seperti digambarkan berikut ini :  

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

III. CATATAN DAN REKOMENDASI 

Dari pertemuan yang dilakukan kepada jajaran Direksi  Perum pada saat 

pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi 

perhatian mitra. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

 Menyadari bahwa digitalisasi berkembang sedemiakian cepat  dan 

perkembangannya acapkali diluar prakiraan kita maka Perum Peruri 

diharapkan melakukan  strategi bisnis yang dapan  menjangkau atau 

meminimalisasi resiko dalam menghadapi disrupsi.  



 
 

 
 

 Melihat perkembangan teknologi  transaksi keuangan yang sedemikian 

pesat  maka Perum Peruri harus  beradapatasi dengan  perubahan-

perubahan yang terjadi  dan  memperhitungkan resiko yang akan terjadi  

antara transaksi digital dan ketersediaan  uang.  

 Kemampuan  Perum Peruri  melakukan adaptasi bisnis dalam  kondisi 

ancaman disrupsi  patut diapresiasi. 

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat 

pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi 

VI DPR RI, antara lain: 

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk melaporkan kinerja 

keuangan perusahaan BUMN kepada Komisi VI DPR RI secara berkala. 

2. Komisi VI DPR RI memberi apresiasi atas kemampuan  Perum Peruri  atas 

startegi bisnis ditengah ancaman disrupsi untuk meningkatkan kinerja dan 

memanfaatkan kesempatan untuk  meningkatkan produktivitasnya.      

3. Komisi VI DPR RI  mendorong Perum Peruri untuk mengembangkan UMKM 

di wilayah kerja Perum Peruri dan daerah lain yang diprioritaskan.  

 

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

V. PENUTUP 

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Karawang, Provinsi 

Jawa Barat, pada masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Kami 

mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini 



 
 

 
 

dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat 

Komisi VI DPR RI. 

 

  

Karawang, 10  November 2022 

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI 

Ke Provinsi Jawa Barat 
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